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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum KOWAPA

2.1.1 Sgarah berdirinya KOWAPA

Koperas Pegawa Negeri Warga Peradilan Agama Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan nama singkat “KOWAPA” didirikan pada

tanggal 28 Agustus 1998, berkedudukan di  Jalan Lingkar Selatan N0.321

Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

Bantul, Propins Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat itu ditunjuk oleh

pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus pertama kalinya sebagai

Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi adalah :*

1. Nam
Alamat

Pekerjaan

Jabatan
2. Nama

Alamat

Pekerjaan

Jabatan
3. Nama

Alamat

Pekerjaan
Jabatan

. Tri Haryono Sarjana Hukum
: J. Lingkar Selatan (Dongkelan) no.321

Panggungharjo, Sewon, Bantul

. Pegawal Negeri Sipil

: Ketua

: Rosehan Ahmad Sarjana Hukum

: Gg. Bakung No. 91 B, Rt/02/5 Tamanan,

Banguntapan, Bantul

. Pegawa Negeri Sipil

. Sekretaris

. Mawardi

. J. Lingkar Selatan (Dongkelan) no.321

Panggungharjo, Sewon, Bantul

. Pegawai Negeri Sipil
. Bendahara

Akta Pendiirian Koperasi, him.1
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Maksud dan Tujuar?
KOWAPA bermeksud memenuni  kebutuhan anggota pada
khususnya dan mesyarakat pada umunrnya serta meningkatkan
pendapatan anggota.
KOWAPA bertyuan memgjukan kesgjahteraan anggota pada

khususnya dan mesyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

mesyarakat adil dan mekmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.

Bidang Usaha dan Layanan®

Bidang usaha dan layanan yang pernah dijalankan dari sgak

berdirinya KOWAPA sanmpal sekarang ini cukup banyak dan

berbagai jenis usaha, namun yang mash berjalan efektif sampal

Saat ini adalah :

a. Penjuaan Pin Hakim dan Panitera
KOWAPA melayani pemesanan dan penjualan pin lambang
Hakim dan Panitera di lembaga peradilan bak di Pulau Jawa
maupun luar Jawa.

b. Pinjaman
Pinaman yang ditawarkan oleh KOWAPA kepada anggota
adalah berupa pinjaman berjangka dan pinaman sementara.
Pinaman  berjangka diberikan kepada anggota yang
menggjukan permohonan pinjaman dalam tempo paling lama
sdlama 12 bulan dan akan diangsur pengembaliannya secara
rutin  setigp  bulan dengan cara potong gaji, Sedangkan

pinaman sementara atau sering diistilahkan dengan sebrakan

2 |bid, him2
% WawancaraReti Indaryati
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diberikan koperas kepada anggota yang mengajukan dan akan
dikembalikan lunas padawaktu yang diperjanjikan.

c. Tabungan

Jenis tabungan yang ada pada KOWAPA adaah tabungan

ibadah qurban, tabungan pendidikan dan tabungan hari raya.
Dari ketiga jenis usaha dan layanan tersebut, layanan pinjaman
merupakan kegatan yang paling domnan, sehingga KOWAPA ini identik
dengan usaha pinjam meminam. Hal ini apabila koperas tidak melakukan
kegiatan pinjam meminjam, meka dapat dipastikan KOWAPA tidak akan
berjalan secara efektif. Kegatan pinfjam memnam yang dilakukan
KOWAPA schagamana penudis jelaskan pada Bab | latar belakang
penuisan tess ini, bahwa KOWAPA menetapkan biaya administras
pinaman sebesar 5% dari besarnya jumlah pinjaman yang dipotongkan
secara langsung disaat peminjam (Mugtaridh) mencairkan pinjaman. Jenis
Pinaman yang diberikan KOWAPA adalah pinjaman sementara atau
sebrakan dan pinjaman berjangka. Pinjaman yang diberikan koperas tersebut
akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pengurus
sebagai pihak Mugridh dan anggota sebagal pihak Mugtaridh. Biasanya
pinaman sementara atau sebrakan akan dibayarkan secara tunai pada waktu
yang disepakati, sedangkan untuk pinjaman berjangka akan dibayar secara

diangsur setigp buan yang dikuasskan kepada bendahara ggji  untuk
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melakukan pemotongan gaji milik peminjam sdlama waktu yang telah

disepakati dalam perjanjian dengan pihak koperas.

Pada umunrnya anggota yang mengajukan pinjaman kepada koperas
adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti  untuk
biaya pengobatan di rumahsakit, untuk biaya sekolah, untuk sewa kontrakan
rumeh dan lainlain. Sehingga bantuan pembiayaan yang diberikan oleh
koperas sangatlah terasa membantu mengatas kesulitan yang dirasakan oleh
angoote;

Seperti koperas pada umumnya, bahwa ruh pembiayaan KOWAPA
didasarkan pada skap ra’awwun, dimana koperas membantu para anggota
yang membutunkan bantuan secara finansial, bukan semata-mata mencari
keuntungan. Namun begitu tidak dipungkiri  untuk menutup  biaya
operasondl, kemandirian, dan stimulan (SHU) bag anggota diperlukan
biaya. Besar kecilnya biaya yang akan ditetapkan koperas setelah terlebih
dahulu disepakati dan ditetapkan secara ssh melalui rapat anggota tahunan

(RAT),

2.1.4 Rapat Anggota
a Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

KOWAPA;

4 Anggaran Dasar KOWAPA, him4
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Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separoh anggota
KOWAPA;
Jka rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimeksud dalam ayat (2) pasal ini maka rapat
ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak

tercapal dalam keadaan luar biasa;

Rapat Anggota menetapkan :

a

b.

Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
Kebijaksanaan Umum dibidang organisas, mangemen, dan usaha
KOWAPA;

Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belana KOWAPA

serta pengesahan laporan keuangan;

Pengesahan  pertanggungjawaban Pengurus dan  Pengawas dalam
pelaksanaan tugasnya;

Pembagian sisa hasl usahg;

Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOWAPA,;
Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapal mufakat;

Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, meka

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
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j. Daam hal dilakukan pemungutan suara, Setigp anggota mempunyai
hek satu suara;

k. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada
orang lain;

. Rapat Anggota untuk menetapkan anggaran dasar  harus dihadiri
sekurang-kurangnya % dari  jumlah anggota KOWAPA  dan
keputusannya harus disetyjui oleh % dari jumlah anggota KOWAPA
yang hedir;

2.1.5 PermodalarvSumber Dana®

Jenis-jenis sumber dana yang bisa diperoleh oleh koperasi antara lain
adalah: modal dan simpanan anggata serta pinjaman dari Bank.

Adapun bentuk modal dalam KOWAPA adalah:

a) Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah, simpanan yang harus dibayar satu kali yaitu pada
waktu mendaftar sebagai anggota koperasi.

Dalam simpanan pokok terdapat beberapa ketentuan yaitu:

e Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada KOWAPA, simpanan
pokok sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada waktu keanggotaan
berhenti merupakan tagihan atas KOWAPA sejumlah tadi, jika perlu
dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian KOWAPA;

e Uang simpanan pokok dapat diansur selama 10 kali, atau selama 10 bulan

> Ibid., him10



berturut-turut;
e Smpanan pokok dan simpanan wajib tidak diberi jasa penyimpanan tetapi
diberi SHU yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota;
e Smpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum
berhenti sebagai anggota;
b) Simpanan Wajib
Simpan wajib adalah, simpanan yang harus dibayar oleh semua anggota
secara teratur dan dalam jangka waktu perbulan.
Dalam simpanan wajib ada ketentuannya antara lain:
e  Adapun besarnya simpanan adalah sama untuk setiap anggota.
e  Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib.
e Smpanan wajib tersebut tidak dapat diambil selama dia masih menjadi
anggota.
¢) Simpanan Sukarela
Simpanan sukarela adalah merupakan salah produk simpanan bagi anggota
koperasi, yang ada di KOWAPA. Smpanan ini dapat diminta kembali sesuai
dengan aturan dalan Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus/Perjanjian
Khusus,
d) Simpanan Y ang Berupa Tabungan
Di KOWAPA terdapat tabungan yang diberi nama tabungan lebaran dan
tabungan qurban. Dana yang tersimpan di sana tidak dapat diambil kecuali

pada saat menjelang hari raya idul fitri, dan hari raya qurban, dan



dilaksanakan tanpa menggunakan bunga.
2.1.6 Pinjaman Kepada Anggota
Pinaman yang diberikan kepada anggota ini disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan:
a) Pinjaman berjangka, maksimal duapuluh kali gaji, dengan angsuran setiap
bulan.

b) Pinjaman sementara atau yang lebih dikenal dengan bon sementara/sebrakan,
dengan masa angsuran satu bulan.

Kegiatan usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan rencana kerja.
Pengurus harus benar-benar memahami isi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian dan anggaran dasar koperasi srta mengatur perusahaannya
yang sesuai dengan ketentuan undang-undang/anggaran dasar tersebui.

2.1.7 Pengurus KOWAPA 2
Kepenguran Koperasi Pegawai Warga Peradilan Agama “KOWAPA”

sekarang ini dijabat oleh 4 (empat) orang, sebagai berikut :

e Ketua . MuksanS.Ag..S.H.MSl.
e Sekretaris . MohHarunS.Ag.,MH.

e Bendahara :  Retno Suryandari,S.E.

e Seks Usaha :  Reti Indaryati,S.E.

2.1.8 Dewan Pengawas KOWAPA :
Pengurus yang diserahi memimpin koperasi beserta usaha perlu

mendapat pengawasan dari rapat anggota, karena itu dibentuklah suatu badan

®  Wawancara dengan Muksan
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pemeriksa yang dipilih oleh anggora di dalam suatu rapat anggota. Jumlah
anggota badan pemeriksa tergantung pada kebutuhannya, tetapi lazimnya adalah

3 (tiga) orang.

Badan pengawas Koperasi Pegawai Warga Peradilan Agama

“KOWAPA” adalah, sebagai berikut :

e Ketua : Karyarini Fatonah,S.H.,M.M.
o Sekretaris : Agus Sudrajat,S.H.
e Anggota : Fentri Kristianaeni,A.md

2.2 Akad Pembiayaan

a. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan (al-rabthu), kaitan (al-
‘akadah) atau janji (al-'ahdu).” Adapun yang dimeksud dengan akad atau
perjanjian adalah janji setia kepada Allsh SWT dan juga meliputi
perjanjian yang dibuat oleh manusa dengan sesama manusia dalam

pergaulan hidupnya sehari-hari.2

Di daam a-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan

mekna kata al-aqdu (akad), yang diantaranya:

1 Hasan Basri, Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam

dalam Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonom : Perspektif Hukum Perdata dan
Hukumlslam, Kiswah, Jakarta, 2004, hal. 24.
Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar

Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.
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Artinya : (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertakwa.’

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah
pertemuan ijab yang mempresentaskan kehendak dari satu pihak dan
kabu yang menyatakan kehendak pihak lain.*°

Asas Perjanjian dalam Hukum Idam :

1) Asas Ibahah (Mabda’ al-lbahah)
Asas |bahah adalah asas umum hukum Ilam dalam bidang muamalat
secara umum. Asas i dirumuskan dalam adagum ‘“Pada asasnya

segda  sesuatu  itu  boleh dilakukan sampai ada dall  yang

melarangnya.”*

2) Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyyah at-Ta'aqud)
Hukum Idam mengaku kebebesan berakad, yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setigp orang dapat membuat akad hukum
yang menyatakan bahwa setigp orang dapat membuat akad jenis apa
pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa sgja ke dalam

® Al Jamil, Op.cip. hm59
10 Syamsul Anwar, Op.cit.him83.
1 Ipid., him 83.



3)

1

2)

3)

11
akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sgjauh tidak

berakibat mekan harta sesama dengan jalan batil.*?

Asas Konsensudlisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah)

Asas konsensudlisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak
tanpa perlu dipenuhinya formelitas-formalitas tertentu.*®

Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alguran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi
janji.  Dalam kaidah wusul fikih, “permtah itu pada asasnya

menunjukkan wajib”.'*

Asas Keseimbangan (Mabda’ al-Tawazun fi Mu’awadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para
pinak dalam bertransaks, namun hukum perjanjian Idam tetap
menekankan perlunya keseimbangan itu, bak keseimbangan antara
apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan

dalam memikul resiko.®

Asas Kemadahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaedahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat

Ibid., him 84.
Ibid., him 87.
Ibid., him 89.
Ibid., him 90.
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oleh para pihak bertyjuan untuk mewujudkan bag mereka dan tidak

boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan

(masyaqgah).*®

4) Asas Amanah
Dengan asas amanah dimeksudkan bahwa masing-masing pihak
harudah beritikad bak dalam bertransaks dengan pihak lainnya dan
tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitas  ketidaktahuan
mitranya.

5) Asas Keadilan
Keadilan adalah tuyuan yang hendak diwuyudkan oleh semua hukum
Daam hukum Idam, keadilan langsung merupakan perintah Al-
qur’an yang menegaskan, ‘Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat
kepada tagwa”. (Q.S. 5:8).*"

b. Rukun Akad

Menurut ahli-ahli hukum Idam kontemporer, rukun yang membentuk

akad itu ada empat, yaitu :

1
2)

3)

Para pihak yang membuat akad (al-aqgidan)
Pernyataan kehendak para pihak (shigatul- ‘agd)

Objek akad (mahallul- ‘agd), dan

16
17

Ibid., him 91.
Ibid., him 92.
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4) Tuuan akad (maudhu’ al-‘agd).*®

. Syarat-syarat Akad

1) Baligh

2) Berbilang pihaek (at-ta'adud)

3) Persesuaian ijab dan kabul

4) Kesatuan mgjelis akad

5) Objek akad dapat diserahkan

6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7) Objek akad dapat ditransaksikan, dan

8) Tidak bertentangan dengan syarak.!®

Tidak serta merta suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-
syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang
dimeksud tidak terpenuhi. Sebab mash harus dipenuhi  beberapa
kualifikasi lag untuk sahnya akad, yaitu :

1) Bebas dari garar

2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan

3) Bebas dari syarat-syarata fasd, dan

4) Bebas dari riba.?°

8 bid., him 96.
1 pid., him 98.
20 pid., him 243.
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d. Terminasi Akad (Perjanjian)
Yang dimeksud dengan terminas akad adalah tindakan mengakhiri
perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesal
pelaksanaannya®! Terminas akad yang penuis meksud adalah Terminas

Akad Melalu K esepakatan Bersama (al-lgalah).

Terminas akad dengan kesepakatan (al-lgalah) adalah tindakan
para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri  suatu
akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul
sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang

diputuskan tersebut.??

2.3 Pengertian Tentang Qardh

Qardh daam arti bahasa berasa dari kata : Qaradha yang
snonimnya:  Qatha’a artinga memotong. Diartikan demikian karena orang
yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan

kepada orang yang menerima utang (mugtaridh).?

Menururut  Sayid Bakri a-Dimyati dalam [’anatuth- Ath-Thalibin,

pengertian utang-piutang menurut bahasa adalah:

2L |bid., him 340.
2 bid., him 342.
23 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2010, him273.



15
Phadail) 4x) il

Artinya: “Al-Qardhu secara bahasa berarti “putus”
Sedangkan menurut  igtilah, Sayid Bakri a-Dimyati mengatakan

bahwa yang dimeksud dengan Qardh ialah:

Palia sy o)) Lo il il
Artinya : "Memberikan suatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan

dalam keadaan yang sama”.

Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa
Qardh adalah harta yang diberikan seseorang pemberi pinaman kepada
orang yang dipinam untuk kemudian dia mengenbalikannya setelah

mampu. °

Dalam literatur Figh klask, Qardh memiliki kategori dalam akad
ta’awuni atau saing membantu dan bukan transaks komersil. 2’ Qardh
menurut igtilah merupakan suatu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam
bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nila yang sama®®  Daam

transaks ini lebih cenderung berupa akad uang karena memiliki nilai.

24 sayid Bakri Al-Dimyati, I'nath al-Thalibin, Juz1ll, Bandung: Al-M aarif,
him.48.

2 1bid, him50.

26 sayyid Sabig, Figh al Sunnahlil, Beirut: Dar Al Kutub Al Araby tt,him.144.

2" Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Yogyakarta: Ekonisia,
2003, him.70.

28 qudarsono, Pokok-Pokok Hukumlslam, Jakarta: Reneka Cipta, 2001, him417.
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Dalam pengertian lain Qardh diartikan sebagai sesuatu  yang
diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagh atau dituntut atau akad
yang dikhususkan yang dikembalikan pada saat membayar harta yang terukur

kepada orang lain agar dikembalikan sepertinya. 2°

Kalau dikagji lebih mendaam sebenarnya pengertian Qardh (utang-
piutang) sama  pengertiannya dengan  perjanjian  pinjam-meminam  yang
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1754
terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pmjam-meminjam  adalah suatu  perjanjian  dengan pihak  yang
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sgumlah yang sama dari macam dan keadaan yang

sama pula”, %
2.4 Dasar Hukum Qardh

Dalam masalah utang-piutang, Idam telah mengatur balhwa memberi
utang adalah sunnah hukumnya, bahkan menjadi wagib bagi orang yang

terlantar atau orang yang sangat membutuhkan. Memang tidak diragukan lagi

2 Tim Penembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia , Jakarta:

Djambatan, 2001. him.217.
30 Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Op.cit., him.136.
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bahwa hal itu merupakan suatu perbuatan yang sangat besar faedahnya,

terhadap masyarakat, sebagaimana dalam kaidah ushul figh disebutkan:

Gl e daY)

Artinya: ” Perintah pada asalnya menunjukkan wajib”.

Kaidah, «sasll a1 (8 sl meskipun suatu perintah bisa
menunjukkan berbagai  pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah
menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali bila ada indikas atau dalil

yang memalingkannya.

Contoh perintah yang terbebas dari indikas yang memalingkan dari hukum

wajib adalah ayat 77 surat an-Nisa :

EO0g0REO D wa S B-0€c00p A 0060
B0 0XIPO0 wWe - BHX-AD =~ 76
Artinya : “Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!"

Ayat tersebut menunjukkan hukum wajib mendirikan sholat lima waktu dan

menunaikan zakat.

Adapun contoh perintah yang disertai indikas yang menunjukkan hukum
selain wajib, ayat 283 surat a-Bagarah :

WOXIARNR FON«¢R SHEFCAG OO
G XX ZQ, e A K] <@l BXOCOERD v & 2400
RN ee B <OVVD€ES00E RDITORLKO o

81 A.Hanafi,Ushul Figh, Jakaarta: Wijaya, 1980.him.31.
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saks)
menyembunyikan  persaksan. dan  barangsapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Sebagal suatu akad yang dibolehkan, Qardh merupakan sesuatu yang
harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya
dalam hal muamelah, sebagamana yang dijelaskan Allah bahwa kita agar
meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.” 3? Selaras dengan meminjamkan
kepada Allah kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia.”

sebagai bagian dari hidup bermesyarakat (civil society).®

Adapun yang menjadi dasar hukummnya pelaksanaan akad Qardh
adalah sebagai berikut:

32 Qyafi’i Antonio, Op.Cit, him13L

3 bid., him132.
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a. Al-Qur’an

0N A P o S k| iololm EE Y Yo
3OO B-VORGOL -0
ScOEERO Yx3EAONGE OAVC OO X AD ¢ &
(s XYY - ToYiok-N LAY O

CHUEEFEs a0

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menulisnya. (QS al-Bagarah: 282) 34

Sebenarnya tidak ada ayat Al-Qur’an yang menerangkan secara
Eksplisit yang menjelaskan tentang utang-piutang, akan tetapi ayat ini
dapat dijadikan sebagai dasar bagi kebolehan utang-piutang, asalkan pada
setigp transaks yang kita laksanakan, kita disarankan untuk mencatat
setigp transaksi yang dilakukan. Karena banyak faidah yang didapat
manakala dalam setigp transaks ada laporannya. Sebab, manusia tidaklah

ada yang sempuna dan mampu menghapal semua kegiatan yang
dilaksanakannya.

Selaras dengan ayat tentang utang-piutang, Allah  juga
mewgjibkan agar kita saling tolong-menolong sebagamana yang di

jelaskan dalam ayat yang berbunyi:

Allah berfirman:

3 Al Jamil, Op.Cit, him .56.
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Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs.a- Maidah: 2)”. %

Dalam ayat tersebut Allah dengan tegas menganjurkan agar Kita,
sesama manusia saling  tolong-menolong.  Tolong-menolong  disini  tidak
memandang apakah dia termasuk golongan kaya atas miskin. Karema
(kalau diibaratkan) manusia adalah mahluk yang tidak mungkin ada yang
sempurna antara satu dengan yang lainya. Oleh karena itu kita tidak boleh
sombong dengan apa yang kita mimiliki, walau sekecil apapun kita pasti

butuh bantuan seseorang.

Dalam ayat tersebut Allah mengecam kita untuk tolong menolong
dalam hal perbuatan dosa dan tercela, karena perbuatan tersebut termasuk

dalam kategori perbuatan yang dibenci oleh Allah.
b. Al-hadist

Rasulullah SAW bersabda:

Labia gy alise e lat JB sl g adle ) a3 ) dgrie () G

35 |bid, him .106.
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21

3 (e (ol o) 5.) 5 0 LgianaS S VI (4 yo i

“Dari Ibnu Mas ud: bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad
SAW telah bersabda: Seorang mudim yang memberikan
pinjaman kepada orang mudim yang lain dua kali, melainkan
pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali”

(Riwayat 1bnu Majah).

e ot s Al g e il Ja ) Jgmey JB el 0 i) o

Jule Japealy culid jle dplaly (o 8l g Lellia) ey d8aall ; Ly siSe daadl L

Ua il g sdic g Jeln Jeladl o ¢ JE ? Adaall (e Jiadl a6l

Artinya:

(s il ol 5)) Aala (ga VI i iy

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku
melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga
tertulis Sedekah dibalas sepulun kali lipat dan Qardh
delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa
Qardh lebih utama dari sedekah. la menjawab’ “karena
peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia
tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.(Hadits
riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits di atas, Idam memberikan perhatian yang

sangat besar terhadap masalah Qardh tersebut, sehingga Allah berjanji

% Al-Khaafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwin, Sunan Ibnu
Majah,Juz11,Beirut: Darul Fikr, tt, him.812.

37 bid, him131.



22

akan membalas perbuatannya menjadi bernilai sedekah.

Karena itu kita sebagai manusa yang diberikan keterbatasan,
sudah seharusnya hidup sding membantu  terutama dalam  masalah
kebalkan dan kebgjikan sebagamana di  jelaskan bahwa seorang
mudim  yang mengutang muslim lain dua kali, sama dengan orang yang
bersedekah, betapa agungnya garan tersebut, padahal barang yang

diutangkan itu akan dikembalikan oleh s peminjam

Semua orang yang melakukan utang-piutang sudah tentu mereka
tidak akan berutang jika mereka mash mampu, bentuk pinjaman yang
kita berikan sudah tentu merupakan kebahagian bag mereka yang
memang benar-benar membutunkan dan merupakan sesuatu yang sangat
terpuji.

. ljma’®

Mengenai Qardh para ulama® telah sepakat batwa Qardh boleh

dilakukan. Yang menjadi dasar adalah tabiat manusia yang tidak akan dan

tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantuan saudara mereka. Dan hal

% |jma diatikan sebagai berkumpulnya ulama shahabat itu  untuk
memusyawarahkan dan menetapkan suatu hukum atas perintah kepala negara dan
membulatkan suara dan pendirian, terhadap suatu hukum, Lihat Teungku
Muhammad Hashi Ash Shidieqy dalam bukunya Pengantat Hukum Islam.

Ulama merupakan orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam
dan ilmu pengetahuan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa
takwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT. Lihat Ensklopedi Hukukm Islam,
Jilid 6, him,1840.

39
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tersebut merupakan hal yang alamiah dan sudah dikodratkan oleh Allah.*°

Sebab di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tetapi selalu

merasakan susah ataupun senang, tawa ataupun tangis yang satu dengan

yang lainya saling beriringan. Oleh karena itu sudah barang tentu kita

butuh bantuan orang lain untuk Mmewujutkan apayang kita inginkan.

. Fatma MUI

Majelis Ulama Indonesia meldui Fatwanya No.:19/DSN-MUI/IV/2001,

Tentang Al-Qardh :

1) Al-Qardh adalah pinaman yang diberikan kepada nasabah

2)

3)

4)

5)

6)

(mugtaridh) yang memerlukan.

Nasabah a-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya administrasi  dibebankan kepada nasabah.

LKS dapat meminta jamnan kepada nasabah bilamana dipandang
perlu.

Nasabah a-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada LK S selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jka nasabah tidak dapat mengembalikan sebagaian atau seluruh

kewgjibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

40

Syafi’i Antonio, op.cit, him.132-133.
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memestikan ketidakmampuannnya, LK S dapat :
a Mempepanang jangka waktu pengembalian, atau seluruh
kewajibannya.

b. menghapus (write off) sebagian atau selurun kewajibannya.

2.5 Larangan mengambil manfaat dalam Qardh

a  As-Hadits

Sabda Rasulullah shallahu ‘alahi wassalam yang berbunyi:
(e ol s) Lol osn g (mdn s s¢d Andia ja yia A S

Artinya: “Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil
manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba”. (HR.

Al Baihagy) *
o) 08 D ) il Sie Sl Al Euad s VB s o 8% ol G
Janyl o5 Jas L) o (32 JA7 16 &l IS 136 (36 WA g = f
(4enam g (sl ol 5) L, 408 34T 38 C8 Jan ) i

Artinya: Dan dari abu burdah bin Abu Musa, ia berkata aku pernah
datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin
Salam, lalu ia berkata kepadaku,, sesungguhnya engkau
berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila
engkau meminjamkan sesuatu kepaada seorang kemudian
orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau

41 A Qadir Hassan, Op.cit. him 1784.
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seberat sya’ir atau seberat jagung maka janganlah engkau
mengambilnya karena itu adalah riba.(HR Bukhari dalam
kitab Shahihnya). 42

O 2aad iRl O VS o Sl 1 LAY A Ne B Gl
06 e G ) S8 05 383 0 o9 e S a3 B8 i
calla e (Al (e (adll 33504 (ol 08 s ol s S
S5 aay b aiia B3 oah 0K ¢ 06 4 gy e i e A

(e ol 50) LM

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz,
dan Abu Sa’id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah
menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn
Ya'qub telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn
Mungidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya Ibn
Abi Habib dari Abi Marzuq At-Tujiibii dari Fadhalah Ibn
Ubaid (sahabat Nabi SAW), ia berkata :"Setiap akad qardh
(pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal
itu termasuk salah satu bentuk riba”. (HR. )*

Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang berbunyi :

Shall g Ll Y Slaal) 5 dalialy 3 gaall 8 5 sl

Artinya: “yang dijadikan acuan dalam akad adalah maksud dan makna

akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat .

42
43

Ibid, him 1783,
Ibid., him 1784.
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f) Lembaga Sosia Keagamaan

Alim Ulama NU pada Munas di Cilacap, pada tangga 15 sd. 18

November tahun 1987 telah memutuskan periha hukum tentang uang

administrasi simpan pinjam sebagamana  berikut:

1) Uang administras yang dipungut dari setigp anggota kosipa (koperas
smpan pinam) yang meminjam uang hanyalah itilah lain dari bunga
karena uang administras  tersebut merupakan  keharusan  yang
harus dipenuhi oleh setigp orang yang meminjam uang sehingga pada
hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang
meminjam uang, dalam hal ini kosipa dari peminjam uang

2) Besanya uang administras yang dipungut oleh kosipa dengan
besarnya uang yang dipinam, vyaitu sekian persen dari jumlah
pinjaman sesuai dengan rapat anggota. **

2.6 Rukun dan Syarat Qardh

Sebagal suatu kegiatan muamalah yang disunatkan dalam Idam
Qardh memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah
pihak, bak peminam maupun yang di pinam agar akad tersebut bisa

dikatakan syah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syari’ah Islam.

44 Ahmad Zahra, Disertasi : Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama’”, 1926-1999
(tela’ah kritis terhadap keputusan hukum figih). |AIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2001, him. 43.
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Hal-hal yang dapat menjadikan sahnya suatu utang-piutang itu adalah
apabila utang-piutang itu telah memenuni rukun dan syarat-syarat yang telah

ditetapkan sebagai berikut:

a. Adanya Sighat Agad
Yang dimeksud dengan sSighat akad adalah: dengan cara

bagaimana ijab dan gabul yang merupakan rukun agad dinyatakan. *°

ljab adalah: pernyataan pihak perantara mengenai is perikatan
yang diinginkan. Sedangkan gabul adalah: pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya.*® Misalnya dalam agad utang-piutang, ada yang namanya
pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama mengatakan :’Aku pinjam
uangmu sekian rupiah.” dan pihak kedua menjawab ’Aku pinjamkan
uang sekian rupiah kepadamu.”” Oleh karena itu ijab dan gabul dapat
dipaham atau dapat mengantarkan kepada meksud kedua belah pihak
untuk mencapa apa yang mereka kehendaki. Ijab dan gabul itu diadakan
dengan meksud untuk  menunjukkan adanya sukarela timbal-balik

terhadap perikatan yang dilakukan kepada kedua belah pihak yang

bersangkutan. *’

4 AbuSurai, Abdul Hadi, Bunga Bank DalamIslam, Surabaya: PT Al-lkhlasm tt,
him125. .

46 Ahmad Azhar Basyir, Azas Hukum Muamalah, Yogyakarta: PN. Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 1999, him.42.

4" Ibid., him44..
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Sghat agad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat

yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab gabul. Juga
dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan gabul.
Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang

dapat mengakibatkan perselishan diantara mereka meka dari itu dalam

sighat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok:

1) Harus terang pengertiannya.

2) Antara ijab dan gabul harus bersesuian.

3) Harus menggambarkan kesanggupan kemauan dari pihak  yang
bersangkutan. 8

Menurut pendapat bebergpa ulama yang mewajibkan sighat itu

ada beberapa syarat:

1) ljab dan gabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya
telah mencapai umur tamyis yang menyadari dan mengetahui IS
perkataan yang diucapkan sehingga ucapan itu  benar-benar
menyatakan keinginan hatinga. Dengan kata lain, ijab dan gabul
harus keluar dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan
hukum.

2) ljab dan gabul harus tertuyju pada suatu obyek akad.

48 Syafi’i Antonio, Op.cit, him131.
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3) ljab dan qgabul harus berhubungan langsung dalam suatu mgjelis,
apabila dua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya
dalam mgjelis diketahui ada ijab dan gabul oleh pihek yang tidak
hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada
pihak ketiga dalam ketidak hadirannya. Pihak kedua tentang adanya
ijab gabul itu, berarti bahwa ijab gabul itu disebut dalam mgjelis
akad juga, dengan akibat bahwa pihak kedua kemudian menyatakan

menerima (gabul) meka akad dipandang telah terjadi.*®
b. Adanya Agid

Aqgid adalah orang yang menjadankan agad. Dengan demikian
yang terlibat dalam utang-piutang disni tidak lain kecuali debitur dan
kreditur. Hal ini dapat dilihat pada waktu transaks utang-piutang
dilaksanakan dan pada saat itu juga ijab dan gabul baru terwuut dengan

adanya aqid atau orang yang bersangkutan.

Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dipandang sah
apabila dilakukan oleh orang yang berhak, membelanjakan hak miliknya

dengan syarat baligh dan berakal sehat. *°

Daam melakukan agad utang-pivtang diperlukan  adanya

49 Ahmad Azhar Basyir, Op.cit, him43.

%0 pid., him38.
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kesanggupan untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan
kewgjibannya, meka orang yang melakukan utang-piutang, disamping
harus memiliki syarat baligh dan beraka sehat juga harus ditambah

dengan atas kehendak sendiri dan pemboros. >
c. Adanya Ma qud Alaihi.

Ma’qud alaih, yaitu obyek atau barang yang dihutangkan, oleh
karena itu dalan utang-pistang harus ada barangnya yang menjadi

sasarannya dalam perutangan.

Objek yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan semua
perbuatan yang bertentangan dengan hukum syarak tidak dapat menjadi
objek akad. As-Sanhuri memasukkan ke dalam objek yang bertentangan
dengan ketertiban umum ini adalah riba dan klausul-klausul perjanjian

yang tidak sesuai dengan hukum syarak. 2

Melihat syarat-syarat tersebut, yang perlu diperhatikan bahwa
dalam membayar utang dengan bak adalah membayarnya, lebih baik
daripada saat dia utang. Dan aturan dalam Idam apabila ada kelebihan
atas kehendak yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian waktu akad

maka perbuatan semacam ini tidak diperlukan.

1 R Abdul Djamali,Hukum Islam Asas-Asas Hukumislam I, Hukum Islam I1,
Jakarta: Mandar Mgju,1992, him.158.
%2 gyamsul Anwar, Op.cit, him210.
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2.7 M anfaat Dalam Qardh

Dari semua auran yang telah dijelaskan dimuka mengena
pelaksanaan Qardh tadi sudah tentu banyak manfaat yang dapat diperoleh
dari pelaksanaan tersebut. Sebab banyak unsur-unsur kemanusiaan yang

terkandung didalamnya.

Allah juga mengingatkan bahwa orang-orang yang berkelebihan harta
adaah amanat sekdigus uian. Karena memperbanyak harta  tanpa
memperhatikan orang-orang secara ekonom dan sosia tak beruntung tidak
akan membawa kemuliaan di dunia maupun di akherat dan tidak mempunyai

nilai hakiki dimata Tuhan. >3

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Qardh adalah sebagai

berikut:

a. Memungkinkan seseorang dalam kesuitan yang sangat mendesak untuk
mendapatkan talangan jangka pendek.

b. Adanya mis sosial yang sangat tinggi selain mis komersil.

c. Dan dengan adanya mis sosia tersebut akan meningkatkan citra baik

antara peminjam dan yang meminjami. >*

Akan tetapi menurut hemat penulis, manfaat yang paling vital adanya

%3 Qyafi’i Antonio,Op.cit, him13L
> Ibid.
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utang-piutang tersebut adalah Ukhuwah dalam hal tolong-menolong yang
beryung pada kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagai sebuah
tuntunan agama yang membawa manusia untuk saling mengashi antara satu
dengan yang lainya.

Selain itu dengan adanya Qardh tersebut kita sebagal umat manusia,
tidak akan merasakan hidup sendiri karena mesh ada yang mau memberikan
bantuan dan pertolongan pada saat kita sedang kesusahan dan memerlukan
uuan tangan untuk sedikit meringankan beban yang mungkin  Kita

tangggung  sendliri.
2.8 Ariyah
Pengertian Ariyah:

Secara etimologi, ariyah adalah ‘Aara’ berarti datang dan pergi.
Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata At-Ta'aawuru yang
sama artinya dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu (saling menukar dan

mengganti), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.>

Menurut terminologi syara’ ulama figh berbeda pendapat dalam

mendefenisikannya, antara lain:

% Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj, juz Il. him263. Dikutip dari buku
Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Figh Muamalah., him.139



33

Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah:6
O i dadial) el
Artinya:  “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”
Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:>/
U e Db dadiall dab
Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”
Pengertian pertama memberikan mekna  kepemilikan sehingga peminjam
dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua
memberikan  maekna  kebolehan, sehingga pemnjam tidak  boleh
meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.
1) Al-Qur’an
s AT L T8 Y G 0 5 L TSk
Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. (Qs.a- Maidah: 2)”. °®

5 6 455

% gyamsuddin Asy-Syakhrasyi, Al-Mabsuth, juz XI. him 133. Dikutip dari buku
Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Figh Muamalah., him.139

" bid, him 140

*% Ibid, him .106.
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Dan enggan (menolong dengan)barang berguna. (Qs.al- Ma uun:

7) 59

2) Al-Hadits

Shafwan

Ibnu Umayyah meriwayatkan :

I8 ¢ hana G | 1188 (Cpria 0 5y 18 0] Ada jlaian) ol g dgas ) e ()

Artinya

& gacaa 4y e o

:“Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah
meminjam perisai dari pada Shafwan bin Umaiyah, lalu berkata
Shafwan kepada beliau: Apakah perisai ini diambil terus dari
padaku, wahai Muhammad!, Beliau menjawab: Tidak, tetapi
hanya pinjaman yang dijamin.” (Riwayat Abu Dawud dan
Ahmad)”.60

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya

Artinya

il g Al G S Lol oo A

:“Dan Allah selalu menolong hamba-Nya, selama ia menolong

saudaranya” (shahih: Shahibul Jami’us Shaghir no: 6577)
Blagedy Ll g
““Ariyah  (barang pinjaman) adalah barang yang wajib
dikembalikan.” (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudz)

A Adl) @A) & 1 33 e g aie ) g3 e lal &y (el ) sal 38T (g

59
60

Ibid, him .106.
Rachmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung:CV. Pustaka Setia) him. 140
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(ool 5))

Artinya :“Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan
membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa

yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah

akan melenyapkan hartanya”. (Hadits riwayat Al-Bukhari).

2.9 Rukun dan Syarat Ariyah
a Rukun Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab
dari yang meminamkan barang, sedangkan gabul bukan merupakan
rukun ariyah.

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya
lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan gabul dari peminjam dan yang
meminarkan barang pada waktu transaks sebab memanfaatkan milik
barang bergantung pada adanya izin.%*

Secara umum, jumhur uama figh®?  menyatakan bahwa rukun
ariyah ada empat, yaitu:

1) Mu’ir (peminjam)

2) Musta’ir (yang meminjamkan)

61 Muhammad Asy-Syarbini, Op.Cit., juz 1. Hal. 266. Dikutip dari buku Prof. Dr.
H. Rachmat Syafei, MA, Figh Muamalah. him. 141.
%2 Ibid, him. 264.
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3) Mu’ar (barang yang dipinjam)

4) Shighat (jjab dan gabul)

b. Syarat Ariyah

Ulama mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut :

1. Mu'ir beraka sehat
Orang gla dan anak kecll yang tidak beraka tidak dapat
memnarkan barang. Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan sudah
baligh, sedangkan ulama lainnya menambahakan bahwa yang berhak
memnarkan adalah orang vyang dpat berbuat  kebakan
sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang
bodoh.

2. Pemegangan barang oleh peminjam
Ariyah adalah transaks dalam berbuat kebakan, yang dianggap sah
memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah

3. Barang (musta’ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika
musta’ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.
Para uama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap
setigp barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak

Zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian,binatang dan lain-lain.
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Akad gardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain
dengan adanya pengembdian semisanya.  Hal  ini berarti  bahwa
pengembaian pinjaman harus sesuai dengan besarnya  hata  yang
dipinjamkan. Dalam akad gardh tidak diperbolehkan adanya persyaratan
yang diperjanjikan di awal akad. Sedangkan akad ariyah adalah perpindahan
manfaat atas suatu barang tanpa adanya kompensas. Yang berarti bahwa
akad ariyah diperbolehkan atas barang yang bisa dimanfaatkan tanpa

merusak zatnya.

Oleh karenanya antara Qardh dan Ariyah meskipun sama-sama
diartikan sebagai pinjaman, akan tetapi sebenarnya keduanya mempunyal
perbedaan pengertian yang jelas. Perbedaan antara Qardh dan Ariyah
terdapat pada objek pinjaman. Sebagai pertimbangan, penuis kemukakan
beberapa pendapat paraahli mengenai pengertian Ariyah.

Menurut etimologi, Ariyah adalah ‘Aara’ berarti datang dan pergi.
Menurut sebagian pendapat, Ariyah berasal dari kata At-Ta'aawuru yang
sama artinga dengan At-Tanaawulu au At-Tanaasubu (saling menukar dan

mengganti), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.63

Menurut terminolog  Syara’ ulama figh berbeda pendapat dalam

mendefenisikannya, antara lain:

3 Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj, juz Il. him263. Dikutip dari buku
Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, Figh Muamalah., him.139



38

Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah:64
Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah:5

ase S daiidl dalyl

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”

2.10 Aspek Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam

a. Pengertian Riba
Menurut bahasa yang dimeksud dengan riba memiliki beberapa
pengertian, yaitu:
1) Bertambah (s2w3V), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta

tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

2) Berkembang, berbunga (s\), karena salah satu perbuatan riba adalah
membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada
orang lain.

3) Berlebihan atau menggelembung, ®° kata-kata ini berasal dari firman

Allah:

% Ibid
5 Ibid, him 140
% Hendi Suhendi, Op.Cit, him57.
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Artinya:  “Hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai

macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Q.S. a-Hgj: 5).

Sedangkan menurut istilah riba adalah berarti  pengambilan
tambahan dari harta pokok atau moda secara batil. ®® Menurut Badr ad-
Din a-Ayni Pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari
mengatakan bahwa pringp utama riba adalah penambahan. Sedangkan
menurut Syari’ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya
transaksi bisnis riil. ®°

Menurut  Abdurrahman  a-Jazri, yang dimeksud dengan riba
adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertetu, tidak diketahu sama
atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Lan
hanya menurut Syakh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang
dimeksud dengan riba adalah  penambahan-penambahan  yang
diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang

meminam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran

67 Al Jamil, lo.cit.,, him .98.
68 Syafi’i Antonio, op.cit., him. 37.
% pid., him. 58.
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oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan. "

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah yang dimaksud
riba adalah tambahan atas modal bak penambahan itu sedikit atau

banyak.”

Dalam Ensklopedi Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut

syari’ah adalah setiap peminaman uang yang menghasilkan bunga yang
berlipat-ganda meka riba artinga memungut bunga uang yang berlebih-

lebihan. "2

Secara lekskal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest.
Secara idtilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan,
bahwa interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of
the amount loenad. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang

73

biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.
. Sebab-Sebab Harammya Riba

Adapun sebab diharamknnya riba adalah bermacam-macam Baik

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta Ijma para

" Hendi Suhendi, lo. cit., him. 58.

" sayyid Sabig, Op.Cit., him. 125,

"2 Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992, him. 10-11.

3 Muhammed, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakartaz UPP AMP YKPN, tt,
him.35.
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uama. Bahkan bisa dikatakan bahwa haramnya riba sudah menjadi
aksioma dalam gjaran Islam. ™

Pengamalan riba mengakibatkan orang menjadi rakus, bakhil,
terlampau  cermat  dan memikirkan diri  sendiri. Melahirkan perasaan
benci, marah, permusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang
terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang

riba dan menghalalkan sedekah. "°
1) Al-Qur’an:

Daam Al-Qur'an Allah banyak menjelaskan tentang

penjelasan diharamkanya riba, diantaranya firman Allah:

AAGO®E N w3 +L0-3 EO=ROOLeO
P BFDOGHE 2O w3 ¢-10 A0S0

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Bagarah: 275)
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu memakan

4 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, Bunga Bank Haram (Mensikapi

Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat), Jakarta: Darul Hag, 2003, him. 2.
> Muhammad, lo.cit.,him35.
® Al Jamil, lo.cit.,, him .98,
" Al Jamil, lo.cit.,, him .66.
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harta riba secara berlipat-ganda dan takutlah kepada

Allah mudah-mudahan kamu menang” (Ali-Imran. 130)

0EQ LA F oI PR 0l6m LE UL 16
BXU>0 M za I B-URCOL -0
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Artinya: “Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan

harta shadagah” (Al-Bagarah. 278)
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Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan, agar dia
menambah pada harta manusia , maka riba itu tidak akan

menambah disisi Alllah” (Al-Rum: 39)

b. Al-Sunnah:

Demikian pula tentang pengharaman riba dalam hadist Nabi,

diantaranya dijelaskan sebagaimana Rasulallah bersabda:

8 Al Jamil, lo.cit.,, him .47.
® Al Jamil, lo.cit.,, him .408.
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu bakar bahwa
ayahnya berkata “Rasulullah SAW. Melarang penjualan
emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama
beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan
perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan kehendak
kita.”
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Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah
SAW. Bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung
demgan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan
garam, bayaran harus dari tangan (cach). Barang siapa
memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya
dia telah berurusan dengan riba, penerima atau pemberi
sama-sama bersalah.”(Riwayat Muslim)

4S5 AlS e s L JS) b g ddle i) (la dil J gy ad 0 B G il o2

8 Abdullah Muhammad bin Ismail,Matan Al-Bukhari.,Juz 11, Beirut:Darul Fikrtt,
him21
81 Muslim, Shahih Muslim, Juz I, Bairut: Darul Qutub Ilmiyah, tt, him .1211.



44
il (ANOYIPE) I PN L PRELY P
Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulallah SAW. Mengutuk orang
yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang
yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian

beliau bersabda, “mereka semua sama.” (HRMuslim)

c. ljma

Kaum mudimn seluruhnya telah bersepakat (Ijma) bahwa
hukum dasar dari riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman
atau utang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu dalam
setigp mesa dan tempat. Memang ada perbedaan dari  bentuk

aplikasinya, apakah riba atau tidak dari segi praktisnya. &

2.11 M acam-M acam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing
adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbag lagi
menjadi riba gardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual

beli, terbadi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah.®*

a Riba Qardhi: Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang

82 shahih Muslim, Juz|11, Op. cit., him. 1219,
8 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, Op. cit, 6
8 Qyaf’i Antonio,Op.cit., him. 41.
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diisyaratkan terhadap yang berutang (mugtaridh). ®° Daam arti lain,
bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berutang, yang
didalamnya ada unsur eksploitasi.

Riba Qardh, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinaman karena
berlalunya waktu (pinaman berbunga).

. Riba Jahiliyyah : Utang dibayar lebih dari pokoknya karena s peminjam
tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan®® Riba jahiliyah
dilarang karena kaedah “Kullu gardin jarra manfa ah fahuwa riba”
(setigp pinaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari seg
penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah;
dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl.®’

Riba Fadhli: Adaah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang
diperjua  belikan, bila yang diperjual belikan sgenis, berlebih
timbanganya pada barang-barang yang ditimbang berlebih takarannya
pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-
barang yang diukur.

. Riba Nasiah: Adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang

berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh

85

o Karnaen A.Perwataatmadja, Muhammad Syafi’i Antonio, Op. cit, him. 11.

Syafi’i Antonio, Op.cit., him. 41.
87 Heri Sudarsono, Op.cit., him15
8 Hendi Suhendi, Op. cit., him. 61.
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tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang
berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka

waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. &

2.12 Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak sgja
berpengarun dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek
kehidupan manusia :

1) Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan
perasaan bahwa peminam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu
kesulitan orang lain.

2) Menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak
terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga
menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.

3) Riba merupakan sdlah satu bentuk  penjgjanan.  Kreditur  yang
meminarkan modal dengan menuntut pembayaran lebih  kepada
peminam dengan nilai yang telah disepakati bersama.

4) Bag orang yang mempunyal pendapatan lebih akan banyak
mempunyali  kesempatan  untuk  menalkkan  pendapatannya  dengan

membungakan pinaman pada orang lain. Sedangkan bag yang

8 Muhammead, Op.cit., him42.
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mempunyai  pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar
cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.

5 Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak
melahirkan uang.
6) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi.*

2.13 Beberapa Pendapat M engenai Bunga

Bunga telah banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan umet
Idam, khususnya di Indonesia. Ada bermacam-macam pendapat tentang
bunga, penulis membaginya menjadi dua yakni, antara yang sependapat dan
tidak sependapat dengan adanya bunga. Serta argumen yang diberikan

sebagal dasar bag penemuan hukum dalam tesss ini.

a. Bunga Boleh
Berikut akan disampaikan beberap pendapat dan tanggapan yang
menganggap bahwa bunga tidak sama dengan riba. Diantara tanggapan
tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Dengan
alasan yang sudah barang tentu punya dasar tersendiri yang dapat dicerna
akal dan terdapat daam aturan yang tidak menyimpang dari aturan

syari’ah diantaranya:

1) Tidak berlipat-ganda.

% Heri Sudarsono, Op.cit., him.21-22.
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Ada pendapat yang membenarkan pengambilan bunga, dengan

alasan bahwa kita boleh melakukanya jika tidak berlipat-ganda, °* dan
mengambilnya secara dholim. Ini didasarkan pada surat Ali Imran
ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganiah
kamu memakan harta riba secara berlipat-ganda dan takutlah kepada

Allah mudah-mudahan kamu menang”.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan secara jelas bahwa
riba yang di ambil dengan berlebih-lebihan atau berlipat-ganda adalah
dilarang dan tidak dibenarkan dalam Idam Sedangkan tidak ada

aturan bag kita untuk mengambil bunga yang tidak berlipat-ganda.

Berdasarkan pandangan Abduh dan Ridha serta 1bnu Qayyim,
Abd a-Razzaqg Sanhuri, yang merupakan pakar hukum Idam
berkebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah
yang berlipat-ganda sebagamana yang dijelaskan pada Q.S.3: 130.
Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada

mesa Pra-1dam dan juga inplikasi yang ditimbulkanya. %2

A.Hasan Bangl, yang merupakan guru besar Persatuan Islam

(perds) dan mempunya pemkiran yang progresf mengemukan,

1 A. Hasan, Soal- Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung :
Diponegoro, him.321.

92 Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga, (Studi Kritik Interpretasi Kontemporer
Tentang Riba dan Bunga), Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, Cet ke-2, 2004, him.76.
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bahwa bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan
pinaman atas uang, yang dikenal dengan riba nasiah dan tambahan
atas barang yang disebut riba fadl. Yang membedakan keduanya
adalah sfat bunganya yang berlipat-ganda, tanpa batas. Menurut A.
Hasan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai
tambahan atas utang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung
unslr  berlipat-ganda meka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu
mengandung unsur eksploitas  atau  berlipat-ganda, ia kategorikan

dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.®®

Argumen yang dikemukan oleh A.Hasan didasarkan pada
Surat Ali-Inran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan
yang bersfat eksplotatif, ad’afan muda’afan. Dengan demikian,
lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang
mengandung salah satu dari tiga unsur  berikut:  menggandung
paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat-ganda dan

terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.>*

Sedangkan yang digunakan di Bank maupun koperas bunga

yang diberikan adalah kecil. Dan itupun tidak mencapai pengambilan

% Muslim H.Kara, Bank Syari’ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah

Indonesia, YogyakartaUll Pres, Cet.ke-l, 2005, him.53.
94 Syafi’i Antonio, Op. cit, him. 62.



2)

50
yang masuk dalam katagori dholim. apalag seperti di koperas bunga
tersebut akan kembali kepada anggota lagi. Adapun mengenai
mesalah koperas smpan-pinjam yang dibahas dalam Muktamer
Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang (1989) keputusnya: koperas
smpantpinam  hukumnya adalah  mubah  karema  tambahan

pembayaran padakoperasi smpan-pinjam bukan termesuk riba™

Selain itu melihat dari lembaganya bahwa bank maupun
koperas merupakan lembaga ingtitus yang resmi. Dan dibolehkan
mengambil bunga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasman
Singodimedjo, bahwa pembungaan uang yang dilakukan secara tidak
resm atau renteinir dikategorikan sebagai riba sedangkan
pembungaan uang Yyang dilakukan pemerinth melaui  lembaga

perbankan tidak termesuk dalam kategori riba. %
Bukan pinjaman Konsuntif

Pengkagjian ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba yang
diharamkan adalah pinjaman konsumtif, orang kaya memanfatkan
kebutunan orang miskin. Dan hal ini terjadi pada zaman zahiliyah.
Namun untuk utang atau pinjaman produktif, yakni memiliki target

untuk mencari  keuntungan menambah  jumlah  kekayaan seperti

95
96

Ibid.
Muslim H.Kara, Op.cit. 82-83.
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halnya kebanyakan pinjaman Bank dimasa modern ini, meka dapat
dipastikan bahwa hukunnya boleh, berdasarkan perbuatan kondis
dan karena hilangnya unsur pemenfaatan keterdesakan pihak lain dan

unsur menyulitkan.

Beberapa Modernis, seperti  Douabi, seorang politis
kontemporer Syiria, membedakan antara pinjaman produktif dan
pinaman konsumtif. Bunga pinaman produktif adalah boleh
sedangkan pinjaman konsuntif tidak boleh. Ini dikaitkan dalam
penjelasan dalam Al-Qur’an terkait dengan konteks meringankan
penderitaan para fakir miskin yang terbelenggu beban utang. Atas
dasar tersebut larangan riba dalam Al-Qur’an berkaitan dengan

pinjaman konsumtif.

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lanah memutuskan
mesalah tersebut melaui beberapa kali sidang. Menurut Lanah,

terdapat tidak pendapat ulama sehungan dengan masalah ini.

a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat
yang berlaku tidak dapat begitu sgja dijadikan syarat

c. Syubhat (tidak tentu hala-haramnya), sebab para ahli hukum

97
98

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, Op. cit., him. 42.
Abdullah Saeed, Op.cit., him.78-79.
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berselish pendapat tentangnya. *°

Sementara  itu tokoh koperas Indonesa dan juga ia
merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammed.
Hatta, dalam bukunya yang berjudul “Islam dan Rente” dengan jelas
membedakan bunga dan riba. Bag Hatta, riba adalah kelebihan dari
pinjaman yang bersifat konsumtif sedangkan bunga adalah balas jasa
atas pinaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersfat
produktif. Riba diharamkan karena dalam perbuatan tersebut akan
menyebabkan kesengsaraan orang sedang mengalami  kesulitan
sedangkan rente sebagal sebuah kegatan pinjaman yang produktif
akan membantu pencapaian ekonomi. Dengan adanya pinjaman
produktif itu seseorang dapat meningkatkan taraf ekonom

keluarganya. 1°

Munawir Syadzali juga mengatakan bahwa bunga Bank hala
dengan alasan bahwa Bank dalam usaha dan fungsinya adalah sebagai
penyimpan dan penyaluran uang, dan apabila ada yang meminjam
diisyaratkan tidak untuk kebutuhan konsumtif akan tetapi digunakan

untuk usaha. 1%

99

Syafi’i Antonio, Op.cit.,him 63.

190" Muslim H. Kara, Op.cit.,him82.
101 Munawir Sadzali, ljtihad Kemanusian, Jakarta: Paramedina, 1997, him. 65.
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3) Bunga Itu Adalah Imbalan Dari Biaya Operasiona Dan Biaya Lain
Bahwa tidak dapat disangkal bahwa untuk menjalankan
usahanya, Bank maupun koperas sudah barang tentu menyewa
gedung, membayar gai  karyawan, mengeluarkan  biaya
penyimpanan file dan arsf. Melihat redlitas semacam ini, tidaklah
salah jika pihak Bank mengambil bunga dalam proses peminjaman

untuk menutupi biaya tersebut. 19

Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Akbar
Shekh Mahmud Syaltut adalah ’pinjaman berbunga dibolehkan bila
sangat dibutuhkan.®® Fawa ini muncu takkala beliau ditanya
tentang kredit yang berbunga dan kredit yang berbunga dan kredit

suatu negara dari negara lain atau perorangan. %4

Menurut Siddigi  (1983), seorang penggages dari  teori
perbankan Islam, “salah satu alasan mengapa kebiasaan perbankan
tidak berakar secara mendalam di dalam mesyarakat mudim adalah
bunga” selam itu ditambahkan,” bagaimanapun belum Dbisa
dibenarkan. Perkiraan yang bisa dipercaya dari sgjumlah muslim yang

menghindari sstem perbankan karena bunga adalah terdapat dalam

102 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, Op.cit., him. 44.
103 Muhammead, Op.cit. him. 54.
104 1bid.
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literatur perbankan Idam, meskipun ditegaskan bahwa sebagian

besar mesyarakat beradadiluar sistem perbankan. 1%°

Tokoh lain yaitu Quraish Shihab (tokoh mufassir Indonesia)
setelah mengandlisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat riba
mengungkapkan bahwa illat keharaman riba adalah al-Dzulm (aniaya)
sebagaimana yang tersrat daam swrat  d-Bagarah ayat 279
menurutnya  bungaltambahan  adalah jenis tambahan yang diambil
dengan cara Dzulm (penindasan dan pemerasan) akan tetapi apabila
dalam surat 3:130 menafsirkan hanya bunga yang berlipat-ganda yang

diharamkan atau yang disebut riba nasiah. 1%

Sdain itu bak bank maupun non Bank merupakan sebuah
ingtitus yang dalam pelaksanaanya sudah barang tentu dikenakan
biaya operasiona yang harus dikeluarkan dan untuk menutup semua
itu. Dan mengenai bunga intitus yang semacam ini Dewan Agama
Idam Pakistan pada tahun 1964 juga ragu-ragu menetapkan pinjaman
intitusonal termasuk riba sebagaimana yang tercantum dalam Al-
Qur'an. 1 Ini membuktikan bahwa sebush usaha apapun sekarang ini

pastilah mengenakan biaya operasonal untuk menjalankan usahanya,

105 Abdullah Saeed, Op. cit., him. 171
® Moh. Quraish Shihab, Lentera Hati (Kisah Dan Hikmah Kehidupan) Bandung:
Mizan Media Utama, Cet.xxv, 2002, him. 335.
197 Ibid., him8L.
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agar usaha yang dijaankan bisa berjalan dengan meksimal tanpa
adanya keluhr-kesah dari  pihak  pengelola sendiri  dalam  hal

pengembangan lembaga untuk masa yang akan datang.

Dari sekian banyak tokoh yang membolehkan bunga Bank
adalah halal, dengan alasan bahwa Bank dalam usaha dan fungsinya
adalah sebagai penyimpan dan penyauwan uang. Namun ada SS
persamaan yang dapat penulis tangkap dari mereka yaitu bunga Bank
tidak haram dan tidak masuk dalam kategori riba, dan pesan yang
ingin disampaikan adalah bahwa dunia perbankan sangat diperlukan
untuk masyarakat karena dengan perbankan akan sedikit membantu

perjalanan ekonomi dan juga negara.
b. Bunga Bank Haram

Banyak pendapat yang tegas menklam bahwa bunga Bank
adaah haram, serta hampir semua lembaga ke-Idaman melarang
adanya bunga mana didasarkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah yang
menurut mereka secara tegas melarang bentuk  tambahan  yang

diberikan dari sebuah transaksi.

Menurut A.M Saifuddin, bunga identik dengan riba, oleh
karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya,

bak sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya: bunga
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pinaman uang, modal dan barang dalam segaa bentuk dan
macanmya, bak untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan
tingkat bunga yang tinggl atau rendah, dan dalam jangka waktu yang

panjang maupun pendek adalah termasuk riba. 198

Selan itu pendapat senada dikemukan oleh Murasa
Sarkanipura, bahwa keharaman bunga Bank sudah jelas petunjuknya
dalam garan agama Idam Pelarangan bunga juga berdasarkan
argumen yang dikemukan oleh filosof, seperti Socrates dan
Aristoteles yang menilai bahwa “vang dianggap bagaikan ayam betina

yang tidak bertelur”, %

Menurut Yusuf Qardhawi yang dituangkan dalam bukunya,

bunga Bank haram. Menurutnya bunga Bank termasuk dalam riba
nasiah. 11° Dan dalam bukunya al-Haram fi al-Isam, Y usuf Qardhawi

juga berpendapat balwa bunga Bank haram karena termasuk peroleh
yang berlipat-ganda '
Dan beberapa pendapat lembaga-lembaga Idam  yang

menyatakan bunga haram antara lain:

108 Muslim H. Kara, Op.cit., him .84.
199 |bid. him. 85.

10 yysuf Al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, Jakarta : Akbar Media Sarana Cet.|
ke-1, 200, him. 254.
1 bid..

o
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1) Lembaga Pengkajian Figih muktamarnya kedua di Jeddah 10-16
Rabiuts Tsan 1406 H, atau 22-28 September 1985. Memutuskan
sebagai berikut:
“Setiap keuntungan atau bunga dari utang yang jatuh tempo
pembayaran dan pihak yang berutang tidak mampu
melunasinya, sebagal  konfensas  dari  penangguhan  waktu
pembayaranya, demkian juga dengan keuntungan dan bunga
pinaman dari semenak awa perjanjian, keduanya adalah

bentuk yang diharamkan oleh syariah Islam.” 2

2) Keputusan Lembaga Pengkagjian Fikih  yang berikut  dalam

Rabithah Al- Alam Al-1dami menyakan bahwa:

“Seluruh  kaum mudimin harus segera meninggalkan apa yng
dilarang oleh Allah seperti menggunkan sistem riba  atau
memberikan bunga, menolong Sistem tersebut dengan cara
apapun, sehingga sksa Allah tidak akan menimpa mereka dan
merekapun tidak membiarkan diri mereka terancam perang

melawan Allah dan Rasul-Nya”.!'3

3) Keputusan Muktamar Bank Idam 11 1403 H/ 1998 M di K uwait.

12 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, Op. cit, him. 33.
13 \bid, him. 36.
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“Muktamar menekankan bahwa apa yang disebut dengan
Interest menurut Istilah para ekonom barat dan pengikut
pengkut mereka merupakan riba yang diharamkan secara

syari’ at”. 114

4) Sidang Organisas Konferens Idam (OKI) bahwa semua peserta
sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan Desember
1970 telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

- Praktik Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan
syari’ah Idam.
- Perlu segera didirikan Bank-bank syari’ah alternatif yang

menjalankan operasinya sesuai dengan prinsif-prinsif syari’ah®*®.

5) Fawa Magédlis Tarjih dan Tadid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 08 Tahun 2006 Yogyakarta, Pada tanggal 1 Jumadil akhir
1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006.

a) Petama : Ekonom Idam adadah gstem ekonom yang
berbasskan nilai-nilai  syariah antara lan  berupa keadilan,
kguuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap

peningkatan kesgjahteraan bersama.

14 yusuf Al-Qardhawi, Op cit., him. 157.
15 Qyafi’i Antonio, Op.cit., hm.65.



b)

d)

f)

59
Kedua: Untuk tegaknya ekonom Idam, Muhammeadiyah sebagai
gerakan dakwah Idam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu
terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokas
ekonom Idam dalam kerangka kesgjahteraan bersama.
Ketiga: Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan
tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah
berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),
maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengkat
dan diperjanjikan, sedangkan yang bersfat suka rela dan tidak
diperjanjikan tidak termasuk riba.
Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus
meningkatkan  kesesuaian  operasiondlisasinya  dengan  prinsip-
prinsip syariah.
Kelima : Menghimbau kepada  sdwruh  jgaran warga
Muhammeadiyah serta umat Idlam secara umum agar bermuamelat
sesual  dengan prinsip-prinsp  syariah, dan bilamana menemui
kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana
mengalami  kesulitan  diberi  kelapangan” dan “Kesukaran
membawa kemudahan.”

Keenam : Umat Idam pada unmummya dan  warga

Muhammediyah pada khususnya agar meningkatkan apresias



6)

60
terhadap ekonom berbasis pringp syariah dan mengembangkan
budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai  syariah.

g Ketyuh : Agar fawa ini disebarluaskan untuk dimeklumi
adanya;

h) Kedelapan : Segala sesustu  akan  ditinau  kembali
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam fatwa ini.**®

Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut, dikuatkan kembali
melalui rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan

Tadid Muhammadiyah di  Universtas Muhammadiyah Malang

(UMM). pada Sabtu 3 April 2010.
Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama :

Mengena bank dan pembungaan uang. Lanah memutuskan
mesalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah,
hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai.
Terdapat tiga pendapat uama sehubungan dengan masalah ini.

a) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
b) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat

yang berlaku tidak dapat begitu sgja dijadikan syarat.

116

https://khotibsholeh.wordpress.con/2012/12/02/fatwa-muhammeadiyah-tentang-
bunga-bank/
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c) Syubhat, (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum

berselish pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lagnah memutuskan
bahwa (pilihan) yang lebih berhati-heti ialah pendapat pertama, yakni

menyebut bungan bank adalah haram '’

Keputusan Lajnah Bahsu Masail yang lebih lengkap tentang
mesalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982).
Kesmpulan ddang yang membahas tema Masalah Bank Idam

tersebut antara lain sebagai berikut.

Para Musyawirin menyadari mash berbeda pendapat tentang

hukum bunga bank konvensional.

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba
secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Dengan  beberapa
varias antara lain sebagai berikut :

- Bunga itu dengan segdla jenisnya sama dengan riba sehingga
hukurnya haram.

- Bunga itu sama dengan riba dan hukunnya haram. Akan
tetapi, boleh dipungut sementara sstem perbankan yang

Idam atau tanpa bunga belum beroperasi.

17 Qyafi’i Antonio, Op.cit.him63
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- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi

boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (hajah
rajihah).

b) Ada pendapat yang tidak mempersamekan bunga bank dengan
riba, sehingga hukumnya boleh. Dengan beberapa varias keadaan
antara lain sebagai berikut :

- Bunga konsums sama dengan riba, hukumnya haram Bunga
produktif tidak sama dengan riba, hukunnya halal.

- Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan
riba, hukumnya halal.

- Bunga yang diterima dari deposito yang dismpan di bank,
hukurnya boleh.

- Bunga bark tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif
bunganya terlebih dahulu secara umum

c) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik

dengan haram 18

7) Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Pertama Tahun

2004 Tentang Bunga (Interest) dan Riba

a) Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

118 1bid., him63-64.
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Bunga (Interest/fa-idah) adalah tambahan yang dikenakan
untuk transaks pinjaman uang (al-Qardh) yang diperhitungkan
dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatary
hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan
secara pasti di muka berdasarkan persentase.
Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi
karena penanggunan dalam pembayaran yang diperjanjikan

sebelumnya. Dan milah yang disebut riba nasi’ah.

b) Hukum Bunga

Praktek pembungsan uang saat ini telah memenuhi kriteria
riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi’ah.
Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah

satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek pembungaan ini banyak dilakukan  oleh Bank,
Asurans, Pasar Moda, Pegadaian, Koperas, dan Lembaga

keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.**®

Sistem bunga atau bag hasl diukur dari aur

transaksinya, bukan hanya semata ditentukan berdasarkan istilah

119

Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Pertama Tahun 2004,
him.721-722.
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yang digunakan. Sebab tidak sedikit orang yang menggunakan
bahasa penghalusan, misanya biaya administras, biaya ini atau
biaya itu, tetapi hakikatnya adalah bunga. Maka meski namanya

bukan bunga, tetapi hakikatnya bunga, tetap haram hukumnya.

Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai
prosentase atau nilai nominalnya, melainkan dari ada tidaknya
ketentuan penambahan (zZiyadah) atau mark-up dari sebuah

transaks peminjaman uang.



